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LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR

KOTA BANJAR

A4 EZDDDDD
—_— ——

NOMOR : 11 TAHUN : 2005 SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk berjalannya pelayanan kepada
masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan
berjalannya roda Pemerintahan Kota Banjar, perlu
adanya dana atau biaya dalam bentuk Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Mengingat

b. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, dan
merupakan penyesuaian akibat perubahan target
penerimaan daerah serta terjadi kebutuhan yang
mendesak, maka arah kebijakan umum APBD
serta strategi dan prioritas APBD harus diadakan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun
Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

10.

1.

12.

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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14.

15.

16.

17.

18.

2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4201);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Pinjaman
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
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25.

26.

27.

94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun
2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan,
Pencabutan dan  Pengundangan  Peraturan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar
Tahun 2003 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 47 Tahun
2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kota
Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun
2004 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 48 Tahun
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota
Banjar Tahun 2005 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Menetapkan

DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG  PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula
berjumlah Rp. 119.287.254.664 menjadi Rp. 143.065.936.860,- dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 113.704.242.864,-
b. Bertambah Rp. 16.934.584.862.-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan ... Rp. 130.638.827.726,-

2. Belanja
a. Semula Rp. 119.287.254.664,-
b. Bertambah Rp. 23.778.682.196.-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan ...... Rp. 143.065.936.860,-
Surflus/ (Defisit) .......cccovvveveieinnne. Rp.(12.427.109.134,-)

3. Pembiayaan

A. Penerimaan

a. Semula Rp. 5.733.011.800,-
b. Bertambah Rp. 9.044.097.334.-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan ... Rp. 14.777.109.134,-
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B. Pengeluaran

a. Semula
b. Bertambah

Rp. 150.000.000,-
Rp. 2.200.000.000.-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ... Rp. 2.350.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan ....Rp. 12.427.109.134,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah yang terdiri dari :

a. Lampiran I
b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV
e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

: Ringkasan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

: Rincian Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

: Daftar rekapitulasi Perubahan APBD

menurut bidang pemerintahan dan Unit
Organisasi Perangkat Daerah.

: Daftar Piutang daerah.

: Daftar Investas (Penyertaan) Daerah.
: Daftar Dana Cadangan.

: Daftar Utang atau Pinjaman Daerah

: Neraca Daerah sebelum perubahan.
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Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Banjar.
Disahkan di Banjar
pada tanggal 19 Oktober 2005
WALIKOTA BANJAR
H. HERMAN SUTRISNO.
Diundangkan di Banjar

pada tanggal 19 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 11 SERT A
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